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PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN rTil1ffiill8^*
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Menirnbang i a'

b.

c.

BUPATI I(ATINGAN,

bahwa sebagai warga negara, peremp-uan anak berhal

rnemperolef, p"'fi"ati"St" ulat "iti"p 
tindakan kekerasan yanl

dilakukan terhadapnya. y."'g a"pJJL"*i*t*ttt"tt korban fisik

maupull puLiu,'*#i*!l'U*fr""*["ri p""galman dan penegakar

Hak Asasi Manusra;

bahwa perlindungan bagi per-empuan d'an T*: korban kekerasar

adalah upaya d;;i;;;il6;rikd rasa aman dan bebas dari segalt

oerbuatartr."rc*Iil y""q;rj*rrrn oleh Pa'casjla sebagai falsafat

'I,trg*", UrrAurreJ"d;F ?"*t'il"S;.nep1U1it 
Indonesia Tahur

1945 sebagar '0""* fiuttum t"tf,"sg' -dfl** Negara maupur

berbagai Peratuil perundang-Undangan lainnya;

bahrra walaupun perlindungan terhadap perempuctrr dan anal

korbarrket<erasar,,d,''p",,v"ru,'g"o*''v",telahdiaturdalan
berbagai p"'*i**" F"t"J;?-undangan sebagai wujuc

penesakan Hi";;;i Manusi;, ;"*;t, J.t^* kenyataannya d

kabupaten X"ii"ga" hi$g3 saat ini' intensitas kekerasall yanl

mengakib**",, ii;** ai;lnj^p"tt*p"* dan anak cukup tinggi

dan berbaga upaya pe'fi"a""J"""y" marjadi terhambat karene

tidak jelas pro*"a" dan mekanisme penyelenggaraannya;

bahwa Pemerintah termqrsgk f3me{1} ' keluarga

kelompok, org#t*i ;;i"1 dan atau organisasi kemasyarakatar

lainnya mempunyai tanggu;; -j"ry^u ' Yffi mencegah dar

melindungi perempuan a"r, ,rra-t korban kekerasan sesuai dengar

Peraturan f"*"aitg-Utta"tgtt' yang berlaku;

bahwa berdasarka pertimbangan sebagqqmgla dimaksud padc

huruf a, huruf b, huruf " 
arrlt rr*f d 

-diatas, perlu menetapkar

peraturan nupar xatingan_t"rrt t-g p.trioa**ttg"tt Perempuan Dar

Anak Korban f"ft"["*""di Kabupaten Katingan;

Undang.UndarrgNomor4TahunLgrgtentarrgKesejahteraanAnal

im#ffi #Hiiusf;**tre;m '-H:' 
I'rfr;l 
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d.

Mengingat : 1'



2. undang-undang Nomor 39 Tahun tggg tentang Hak Asasi Manusie

(LembaranNesaraRepubliklndonesiaTahunLgggNomor165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-UndangNomor26Tahun20ootentangPengadilanS"}
Asasi Manusia ltrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 20o(

Nomor ZOg, t#U"frro l,eribaran Negara Republik Indonesie

Nomor aOa6l;

Undang-UndangNomor-52oa2tentangPembentukar
ffi"d,"" x"tirrg.t, {?b}pen Seruyan' Kabupaten Sukamara

Kabupaten l,amaiaau, Kabupaten Gunung Mas' Kabupaten Pulanl

Pisau, Kabupaten n{"ottg fr"y" dan Kabupaten Barito Timur d

provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesit

Tahun 2002 Nlrr.o, rsl ta;bahan l*mbaran Negara Republil

Indonesia Nomor a18O);

Undang-UndangNomor23-Tahun2oo4tentangPenghapusar
Kekerasan Dad; Rumah T;gg" !'err-rtyan Negara Re-publi}

Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negare

Republik Indonesia Nomor 44191;

Undang-UndangNomorl3.Tahun2006tentangPerlindunganSaks
Dan Korban llimbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo(

Nomor O+, fambfian *mb.r.r, Ne[ara Republik Indonesia Nomot

a6351;

Undang-UndangNomor2lTahun2oa7tentangPemberantasar
TindakPidanaPerdaganganPerempuan(LembaranNegart
Republik Indonesia Tah[n l,OOf Nomoi 58, Tambahan Lembarar

iti&;" Republik Indonesia Nomor a72ol;

UndangUndangNomorLzTahun2oLLtentangPeraturzu
Perundang.Undangan(I,embaranNegara.RepubliklndonesiaTahut
zOLl Nomor gi, f"r"iahan Lembaran Negara Republik Indonesir

Nomor 523+l;

Und"ang-UndangNomor2}-Tahun2ol'4tentangPemerintahar
Daerah fi,emua?an Negara Repubtik Indonesia Tahun 2oL4 Nomo

244, Tartbahan 6mbian Negara Republik Indonesia Nomor 5587

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan undang

UndangNomorgTahun2015tentangPerubahanKeduaata
Undang-Undangllo*o'zs-Tahun2al4tentangPemerintaha:
Daerah (Lemb#an Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo

5g, Tambahan Lembarin Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang.UndangNomor3S.Tahunza]l4tentangPerubahat
Undang-Urrar.rr! N;;;t 23 Tahun 2AO2 tentang Perlindungan Anal

{Lembaran N"6; iggubuk_rndonesia Tahun 2oL4 Nomor 297

Tambahan r,"rriurr"" hi"g"r" Republik Indonesia Nomor 5606);

ll.PeraturanPemerinta}rN<rmor2Tahrrn2aoztentangTataCarr
Perlindungan Terhadap xorran dan saksi Dalam Pelanggaran HAI\

Berat(LembaranNegaraRepublik.rlplne,siaTahun2oa2Nomor6
Tambahan Lembaran r,regara Republik Indonesia Nomor aLTLl;

L2.PeraturanPemerintahNomor4Tahun2006tentani
Penyelengg..**,danKedasamaPemulihanKorbanKekerasat

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



13.

TerhadapPerempuandanAnak(LemblranNegaraRepublil
Indonesia Tahun 2A06 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negan

Republik Indonesia Nomor a6O4);

peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2QO7 tentang Pembagiat

Urusarr pemerintahan antara Pemerintah, Pemerfurtahan Daera]

provinsi dan pemerintahan Daerah KabupatenlKotg llemlarat
NegaraRepublik_IndonesiaTahun2oorNomorS2,Tambaha.t
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371;

peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang Dekonsentras

danTlrgasPembantuanll,emuaranNegaraRepubliklndonesil
Tahun 200g Nor*, io, t**u"rt"" l,eibaran Negara Republil

Indonesia Nomor 48161;

peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Tata cara dar

Mekanisme eerayffi i.rp"a* e"g, saksi dan/ atau Korban Tindal

Pidana Perdagangan Orang;

14.

15.

MenetaPkan : PERATURAN
PEREMPUAN
KATINGAN.

MEMUTUSKAN:

BUPATI KATINGAN TENTANG PERLINDUNGAN

DAN ANAK T<ONEAI'{ KEKERASAN DI KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

t. Ot"tah adalah Kabupaten Katingan

2. pemerintar, p""ratt ,a**rt Pemerintah Kabupaten Katingan'

3. Bupati adalah BuPati fa!1S-an'
4. sekretaris ;;r;h adalah sekretaris Daerah Kabupaten

Katingan.
5.BPPAKBadalahBadanPemberdayaanPerempuan,Anakdan

Keluarga Berencana Kabupaten Katingan'

6. Anak adalah seseorang yant belum Eerusia 18 (delapan belas)

tahun dan belum kiwin," termasuk anak yang di dalam

kandungan.
T.Perempuanadalahsetiaporallgyangsecarafisikdilahirkan

sebagai Perempuan'..g. Korban adalah perempuan dan atau anak yang mengalami

kesengsaraan dan atau p"r,aeriL"* baik langsung maupun tidak

i*"sr;g *"["J"i atciuat aari suatu perbuatan kekerasan.

g. pencegah"r-"E"rrr, segala upaya y"*p dilakukan oleh lembaga

pemerintatr malrpun ""tt p!*td't'tt yang ditujukan untuk

memberikar, ,**"'**an tepada perempuan dan anak'

10. perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan unfuk

memberik"" ,"*. anran dp"d"'tcorban .iurg dilakukan oleh

kemasyarrk";;"*"tittt"t'l rt"n'gS"' a*vokat' lembaga sosial

atau f"*Ui"*f."il"-G"f."ian lainiya, kepolisian' kejaksaan'

pengadilan-""t*, pih"k lainnya baik sementara maupun

berdasarkanputusanataupenetapanpengadilan,sehubungan
dengan tindakan kekerasan ierhadap perempuan dan anak'

11. perlinarrrc Lak adalah ..g"1" r.egiata" vang dilakukan untuk

menjamin [ur. *"fi"a.*t*i i**f. da* hak-haknya agar dapat



hidup,tumbuh,berkembangdan.berpartisipasisecaraoptimal
sesuai dengan hak dan mariabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungrt a*i kekerasan dan diskriminasi'
12. perlindungan il;ilan adalah segala kegiatan yang dilakukan

untuk*"rr3**itrdanmelindungipererynuandanhak-haknya
agar dapat hiilp, t*mluh aan leit<embang dan berpartisipasi

Secara opti*"r *.suai dengan hak dan martabat kemanusiaxt,

serta menaapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi'

13. Keseng"**rlr- "a"r"n ""tir.p 
perbuatan yang berakibat. atau

dapat *""gJauJ"r, penae*t".n baik psikis, fisik, seksual,

ekonomi dan sosial terhadap korban'
14. Kekera"* i*it "a"r"rr 

*"iirp perbuatan .y*rg ryengakibatkan
atau dapat *""g,r.iuatkan '''" sakit, cedera, luka atau cacat

pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan' pingsan dan atau

menYebabkan kematian'
1s. Kekerasan ;;tki- adalah perbuatan .y.ang mengakibatkan
--t<etat<utan,hilarrgnyafasap"rcay.{iri,hilangnyakemamprran

untuk l"rtirJ"t,"iasa tidak'ueraay* dan atau penderitaan psikis

berat pada perempuan dan atau anak'

16. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan berupa pelecehan

seksual, p"*uk""u* hubungan *Lt*u*t dengan orang lain untuk

tujuan komersial dan atau tujuan lefenlu,
tT. pelayarra.n korban kekerasai adalah tindakan yang dilakukan

sesegera *;ilki; kepada korban, ketika melihat, mendengar

dan menge;h;i akan, sedang atau setelah teqadinya kekerasan

terhadaP korban.
1g. pendamping adalah orang atau lembaga yang mempunyar

kemampuan melakukan 
' pendampingan korban untuk

melakuk"r, Lo"""ling, terapi, layanan hukum dan advokasi guna

penguatan Pemulihan korban'
lg.Irmbagaperlindunganperempuandananakadalahlembaga

penyedia I;;; tlrr,*a*p korban kekerasan, yang berbasis

rumah sakit, di kelola *L"ur* bersama-sama dalam bentuk

pelayananmedis(termasukmedicolegal),pisko-sosialdan
pelaYanan hukum.

2o. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara ytrtg disunakan

untuk *"*U"ri-f.* perliniungan-Ierhadap .peremlu'n dan anak

korban ""ur"i 
dengan stanaar operasional Prosedur atau

disingkat SOP Yang ditentukan'
21. Masyarakat !arf"f, perseorangan' keluarga' -kelompok'

org#i**"i sosial dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya'

BAB II
AZAS, DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

penyelengaraan perlindungan terhadap perempuEln dan anak korban

tetirasai akan dilak**nakan berdasarkan azas :

". 
p."gfrormatan dan pemenuhan hak-hak korban;

b. feadilan dan kesetaraan gender;

c. Non diskriminasi;
d. Kepentingan yang terbaik bagi korban;
e. Kearifan lokal.

Pasal 3

Perlindungan perempuan dan atau anak dilakukan berdasarkan

pancasila, Undlng-Unaang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

,,kw"ffi



1945, serta prinsip-prinsip. dan hak dasar sebagaimana diatur

dalam konvensi ;;ilp"an-dan ^t'3k'yang 
meliputi :

a. pengtrormatan hak asasi manusra;

b. non-diskriminasi;
c. kepentins"" y;; telbaik bagi pe-r9Tp'1' dan atau anak;

d. hak untuk hidup, kelangsung; hidup dan perkembangan;

e. penghargaa" ttir'"a"p fendapat perempuan dan anak;

i. [."inu, aan kesetaraan gender; dan

g. pedindungan korban'

Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan perlindungall perempuan dan anak korban

kekerasan adalah i - r^- ^anrr cr
a. menjamin tJp""t't'inyl frak-hak 

perempuan dan anak sesual

ketentuan perundang.Undangan yang berlaku;

b. mencegah i"" 
-*"Tirdungi- p"."*l.r* dan anak terhadap

kekerasan;
c.mendorongmasyarakatuntukmelaksanakankewajibannya

dalam p"rr".iJlh- a.r, 
-p"rlirdrrng".n 

terhadap perellpuan dan

anak sesuai lietentuan Perundang-Undangan yang 9:1hh'
d.Memulihkankorbanakibattindakkekerasanyangdialami.

BAB III
HAK-HAK KORBAN

Pasal 5

Korban berhak mendaPatkan :

a. perlindung;--;;i pihak keluarga, kepolisian, .- k3j1k3aan,

pengadilan,bantuanhukum,lembaglsosialataupihaklainnya
baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah

perlindungan dari Pengadilan;
b. Pelayanan keseh atan sesuai dengan kebutuhan medis;

c. penanganan- 
- 
secara khusus [erkaitan dengan karahasiaan

korban;
d.Pendampinganolehpekerjasosialdanbantuanhukumpada

setiaptingkatprosespemeriksaansesuaidenganketentuan
Peraiuran Ferundang-Undangan; dan

e. PelaYanan bimbingan rohani'

Pasal 6

Dalamhaltedaditindakankekerasan,setiapkorbanberhak
mendapatkan il;;fiingan baik secara psikologis maupun hukum

serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yar,g berkaitan

dengan "t t r"llJ--*JU"s"i isteri' ibu' anak' anggota keluarga

**riprtt sebagai anggota masyarakat'

BAB IV
PENCEGAHAN PERLINDUNGAN DAN PEMULIHAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab 

";:5,}* 
dan Perlidungan

PemerintahDaerahdansemuapihakyygmelaksanakantugas
perlindung"" ;;;;pr.* dan anak di Daerah wajib mendorong

secara terus menerus, penegakan hak perempuan dan anak sesuai



Peraturan Bupati ini, termasuk upaya harmonisasi dengan

ketentuan hukum lainnYa'

Pasal 8

Pencegahanperlindungandanpemulihanperempuandananak
korban t 

"t ",*"un 
rnenjadt i;"jtba,^:-"*erintah 

Daerah'

perorangan, keluarga, masyarakat' organisasi sosial dan atau

organisasi k *;;;;;" t", i*iii"' sesiai ketentuan Perundang-

Undangan.

Pasal 9

(1)Untukmembantumengkoordinirtugasdantanggungjawab
pemerintah Daerah sebagai[il dimlksud dalam Pasal 7 dan

pasal g, pe;erinirf, nu"i*tr-membentuk Lembaga Perlindungan

PeremPuan dan Anak'

(2)LembagaPerlindunganPerempuandanAnaktingkatKabupaten
berkedudukan di Ibu rot*-E"urrpaten, dengan wilayah ke4a

*"fiprti 
""fr"rt"tt 

wilayah Kabupaten Katingan'

(3) Selain di tingkat {abupSten' 
Lembaga Perlindungan Perempuan

dan Anak ari"i dibentuk di iingkat frecamatan hingga ke tingkat

nesa/ Xelrri^' sesuai kebutuhan'

(a)PembentukanLembagaPerlindunganPerempuandanAnakdi
setiap Kecamatan menjadi tanggung jawab Pemerintah

Kecamatan'

Pasal 1O

Pengurus Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat

Kabupaten, X"?'m"t"" dan OesalXelurahan sekurang-

kurangnya terdiri dari 1 (satu) grang Keiua' 1 (satu) orang Wakil

Ketua, 1 (satu) *""g S"L"atis' 1"(satu) orang Bendahara dan

tiaang-Uidang sesuai kebutuhan'

MasajabatanpengurusLemblsaPerlindunganPerempuandan
Anak adalah t (tiga) tahiin' terhitung sejak tanggal

pelantikannYa sebagai Pengurus'

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Lembaga

perlindungan Perempuan aan anat< diangkat untuk satu periode

kepenguru".r, a*" a*p"t diangkat t<emUati hanya untuk satu

periode berikutnYa'

Pasal L1

Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak pada tingkat

Kabupaten sekuran[-ro.rrrgrry* i"rairi dari unsur Pemerintah

Daerah, fepofisiatt,"t<"3*tt""*tt' Pengadilan' R}mah Sakit dan

Lembaga Swadaya Masyarakat' tokoi masyarakat dan l'embaga

Bantuan hukum.

Lembaga Perlindungan Perempu"" -.q"1 $'*k pada tingkat

Kecamatan sekurang-kurangny; lerdiri dari unsur Pemerintah

(1)

{21

(3)

(1)

{21



Kecamatan,Kepolisian'RurnahSakit/PuskesmasdanLembaga
swadaya M;;;rJil Lr.or, masyarakat dan Lembaga Banttran

hukum.

(3) Lembaga Perlindungan Perempuan dan 
. 
Anak pada tingkat

Desa/Kefrr,,f'*n "6k"'*"g-o''Jtangnya -terdiri dari ullsur

pemerintah Desa, Kepolisian,-*"4;a,s dan Lembaga swadaya

Masyarakat,;ilh il"y*rut "i 
Jan Lembaga Bant,an hukum'

Pasal 12

(1) Hubungan kerja urrt3'" .LeSbaSa 
relf!r{u1g?" P"T*P-:T, O"*

Anak A"rrguii-'i"merintatr D";A adalah hlbungan fungsional

dan tidak bersifat hubungan struktural'

{2) Dalam hubungan y11g bersifat fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) *JJ"g-*""P* L"p"ttgurusan sesuai

tingkatan"v" a"Gt *Lr*"r."" icoordinasi dalam pelaksanaan

tugas.

Bagian Kedua
Tugas aan fanSryng Jawab

LembagaPerlindunganPerempual}danAnakpadasemuatingkatan
melaksanakanhrgasdantaggungjaryabpencegahrt,.p:t1i'dungan
dan pemulihan rc7hadapp"'"*p'itt dan anak korban kekerasan'

Pasal 14

T\rgaspencegahansebagaimanadimaksuddalamPasal13,meliputi:
a. MensosialiJ"i 

- 
berbigai Peraturan Perundang-Undangan yang

berhubungaf- 
-i;;;;" hJ; kew4iiban' pencegahan dan

p"ttirrarrt [r, P"t"*Puan dan anak;

b. Melakukan 
-rri"rrirorl"g 

terhadap kasus-kasus kekerasan yang

terjadi atas PeremP-uan dan anak;

c. Melalmkan'p""Jiii[." ato paatihln tentang langkah-langkah

pencegah^" ;; p"rlindunga; terhadap tindakan kekerasan atas

perempuan dan anak; , - -^-^^1^r^ ,ra*a oerfa info
d.Menerima,mengumpulkandanmengeloladatasertainformasi

tentangadanyaperlakuanr*"t"'"'*terhadapperempuandan
anak;

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perempuan dan

anakkorban kekerasan;
f. Melaporkan *irrrv" dugaan tindak kekerasan berdasarkan

laporankorbanmaupuninformasidaripihaklaintentang
terjadiny^ f.*ft"'*san terhadap perempxan dan anak kepada

pihakyangberurenangsesuair."t"tt"oPerundang-undangan'

Pasal 15

T\rgasperlindungandanpemulihansebagaimanadimaksuddalam
Paiat 13, meliPuti :

a.Mengajukanpermohonankepadainstansiataupihakyang
berwenang ."t"L mengeluarkan penetapan ?t^"' keputusan

perlindungarrbagiperempuandanatauanakkorbankekerasan;
b'MelakukanpelayarEatlkesehatanataumedissesuaikebutuhan- 

kondisi fisihmarrprrn psikis korban;



c.

d.

Melakukan pelayanan secara khusus berkaitan dengan

kerahasiaan korban;
MelakukanpendampingandanpembeLaanhu}umpadasetiap
tingkat p"*.,it""*" ferkara' 3it<a -p"tkT" 

tersebut dituntut

SecarahukumsesuaiketentuanPerundang-Undanganyang
berlaku;
Melakukanpelayananbimbinganrohanisesuaiagamayang
dianut oleh korban;
Melak,kan pemberdayaan ekonomi sesuai bidang yang diminati

korban; 
i ketentuan perundang-undangall

Atas izin Yang berwenang sesua
yang berlaku, 

-menemfatkan perempuarl dan anak korban

kekerasanpad'arumaham*',ataurumahalnansementarayang
Jitetapkan untuk tu.iuan perlindungan;

Selain tugas dan tanggunS j-awab fencegahan' perlindungan dan

pemuliha*, *J"-JJI* tif t"r:"[i"y""f.*t t"i* dalam mmah

tangga, l,e*U*g" fgrlilau"F* Perempuan dan Anak dapat

mengupayat an 
-tangk"h-fTglafr berupa penyelesaian di antara

*rrrii dan isteri dan atau korban lain'

e.

g.

h.

Pasal 16

Pencegahan,perlindungan'dan.pemulihanterhadapperempulld*
anak korban k";;;J;Urg"ih""a dimatsud dalam Pasal 14 dan

Pasal 15, diberiil;;;pa di f,ungut biaya' cepat' arnan' empati' non

diskriminasi dan tetap me nJ arTltrr kerahasi aan kotban'

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, I,embaga Perlindungan Perempuall

dan Anak bertanggung jawab l"p"a* limpinan Institusi masing-

masing dan "r;;F;p"il."" .r"poirn fehksanaan tugas tersebut

sesuai tingkatannya untuk 
'' 

Lp.ntingan koordinasi dalam

pelaksanaan tugas'

BAB V
PROSEDUR DAN MEKANISME PENCEGAHAN'

PBNIiNP-UIIGAN DAN PEMULIHAN PEREMPUAN

ONN UNTUK ANAK KORBAN KEKERASAN
Pasal 18

(1)Dalamrangkaefektivitaspelaksanaantugaspencegahan,
perlinduns#-?"" pemulihan perempuan dan anak korban

kekerasan, ditetapkan sta"J^r 
^ operasional Prosedur sebagai

acuan mekanisme pelaksanaan tugas sesuai ketentuan

perundang-undangan yant berlaku d.r kondisi masyarakat

setemPat.

standar operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat

t f f-alrtaangtan dengan Peraturan Bupati'

StandarOperasionalProsedursebasaimansdimaksudpadaayat
idruilapffi 6-G;;f bulan sejak diundangkannva Peraturan

ini.

12)

(3)



(U

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

PemerintahKabupatenwaji!menyediakananggaransetiap
tahun melalui ,;;fi"^;; pendapatan dan Belanja Daerah serta

sumberpendapatandaerah_lainnyauntukmembiayai
oelaksanaan r"J** p"ncegahal, perlindungan dan pemulihan

p"t"*pran dan anak korban kel<erasan'

pengelolaan anggaran bagr klsiatan pencegahan, perlindungan

dan pemuurran'fi;il;"" +?rI a""k sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dihf,;k; sesuai ketentuan Perundang-undangan'

(2)

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan terhadap pgl{sanaan Peraturan Bupati ini'

oleh PemerintJ-p"L'fu' danf ata't- masyarakat sesuai

Perundan g'Undangan'

dilakukan
ketentuan

(1)

BAB VIII
KE'TENTUAN PERALIHAN

Pasal 2 1

KepengurLlsan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak

untuk tingkat Kabupaten ditetaptari dengan Keputusan B'unlti'

tingkat r.""*.J*- J""g^" Keputusan- Cc'mat' dan tingkat

Desa/ Kelurat an-deng^" ft"g"tusan Kepala Desa/ Lurah' dengan

memperhatikan t<eteltuan-ketentuan dr1"* Peraturan Bupati

ini serta usur, J;;; e; pendapat dari 
-berbagai 

rem.baga atau

badan yang b;[*j; 
-' 
ai tia*ng pengelolaan, pemberdayaarT,

pencegahan aan plrfindung"' 
"p"i"*-p'"t' dan anak korban

kekerasan.

Dalam jangka waktu 6 (enam) tulal setelah ditetapkannya
peraturan eupatil.ri, p"*i*r-rt"fr Daerah wajib melalui BPPAKB

melakukankoordinasidenganPemerintahKecamatanuntuk
membentuk A; memflsilitasi Lembaga Perlindungan

Perempu* a*', a"ak pada semua tingkatan sesuai ketentuan

dalam Peraturan BuPati ini'

(3) Orang dan atau lembaga pengelola, pemberdayaan, pencegahan

dan perlindungan perempu"ria*n a""t yang dibentuk sebelum

berlakunya peiaturr* e*rp*ii ini, dalam-jangka waktu 1 (satu)

tahunsetelahdiundangkannya_Peraturanini,harus
menyesuarran dengan perituran Bupati ini serta ketentuan

perundan g- Undangan y arlrg berlaku'

(2)



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pJngundang;n Peratrlran Bupati ini dengan penempatannya dalam
-Berita 

Daerah Kabupaten Katingan'

Ditetapka di Kasongan
pada tanggal i6,-g-f:o16

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 19-g_A016

NIKODEMUS

BERITA DAERAH

DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 NOMOR.JOz

AHMAD YANTENGLIE


